BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi IKD di Kelurahan Kaliabang Tengah merupakan
inovasi baru yang sedang diujicobakan. Oleh karena itu, masih terdapat
beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar pelaksanaannya semakin efektif.
Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, implementasi IKD di Kelurahan
Kaliabang Tengah saat ini dapat dikatakan belum efektif. Hal ini dapat
dianalisis menggunakan beberapa indicator yang relevan dari teori tersebut,
yaitu:

Pertama Ukuran dan Tujuan kebijakan,Berdasarkan hasil dari
penelitian menjelaskan bahwa implementasi IKD di Kelurahan Kaliabang
Tengah belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam
Permendagri No.72 Tahun 2022. yang dimana salah satu tujuan implementasi
IKD adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan
publik tanpa perlu membawa KTP fisik, namun nyatanya adanya
ketidaksesuaian antara tujuan yang telah ditetapkan dan pada saat
dilaksanakan,masih terdapat beberapa layanan yang belum dapat diakses
dengan IKD. Terkait Sasaran dari program IKD ini sudah sesuai dengan
Permendagri 72 tahun 2022 pasal 18 ayat (1) yaitu seluruh masyarakat
indonesia khususnya masyarakat yang sudah wajib e KTP dan sudah
melakukan perekaman namun belum memiliki KTP fisik.

Kedua Sumber daya, Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan
bahwa sumber daya dalam implementasi IKD belum sepenuhnya memadai
hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan, seperti gangguan
jaringan pada beberapa provider, adanya kesenjangan antara jumlah operator
yang tersedia dengan jumlah masyarakat kelurahan kaliabang

tengah,minimnya pengetahuan masyarakat terkait penggunaan teknologi
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digital. dan juga ruang tunggu operator juga masih kurang memadai
dikarenakan hanya terdiri dari beberapa bangku saja.

Ketiga, Karakteristik agen pelaksana. Dalam melaksanakan
implementasi kebijakan IKD sudah sesuai dengan wewenang dan tanggung
jawab selain itu dalam implementasi IKD sudah menggunakan SOP sesuai
dengan yang diberikan oleh Disdukcapil untuk mendukung berjalanya dan
keberhasilan implementasi kebijakan IKD.

Keempat Komunikasi, Pada implementasi IKD di Kelurahan Kaliabang
Tengah Komunikasi antara pelaksana dan masyarakat dapat dikatakan belum
cukup efektif. Masyarakat masih belum banyak yang mengetahui tentang
IKD, manfaatnya, dan cara penggunaannya. sehingga masih banyak
informasi yang belum tersampaikan dengan baik.

Kelima Disposisi, Berdasarkan wawancara dengan beberapa key
informan dan juga berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa
sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan IKD di Kelurahan Kaliabang
Tengah memberikan respon (penerimaan) dan pemahaman yang cukup baik
antara pelaksana dan juga masyarakat. Operator mampu memberikan
informasi dengan jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat dan juga
responsif terkait pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat pada saat
aktivasi.

Keenam Lingkungan sosial,ekonomi dan politik. disimpulkan bahwa
lingkungan eksternal di Kelurahan Kaliabang Tengah berpengaruh besar
terhadap pelaksanaan kebijakan IKD. Partisipasi dan penerimaan masyarakat
yang tinggi terhadap IKD meningkatkan peluang keberhasilannya. Secara
ekonomi, penerapan IKD dapat menghemat anggaran pemerintah yang
biasanya digunakan untuk blangko KTP fisik. Dukungan dari elit politik,
seperti Walikota dan jajarannya, juga penting untuk kelancaran pelaksanaan
IKD, termasuk penyediaan regulasi yang mendukung dan alokasi sumber

daya yang cukup.
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B. Saran

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Memperkuat integrasi IKD dengan berbagai layanan publik, Pemerintah

dapat bekerjasama dengan pihak swasta. Kerjasama antara pemerintah dan

pihak swasta memiliki potensi besar untuk memperluas penerapan KTP

Digital di berbagai layanan publik dan meningkatkan kualitas layanan

publik. Misalnya, kerjasama dengan rumah sakit dapat mempercepat dan

mempermudah proses pendaftaran pasien, dan kerjasama dengan bank

dapat mempermudah proses pembukaan rekening baru.

b. Sumber daya

a)

b)

Untuk mengatasi permasalahan terkait jumlah operator yang tidak
sesuai dengan jumlah masyarakat kaliabang, perlunya penambahan
operator di Kelurahan Kaliabang Tengah, karena hanya dengan satu
operator dan tugas operator tidak hanya mengaktifkan IKD, tetapi juga
melayani berbagai administrasi kependudukan lainnya. Akibatnya
operator memiliki beban kerja tinggi dan kondisi layanan yang ramai
membuat pelayanan menjadi tidak efektif dan efisien,oleh karena itu,
perlu dilakukan penambahan operator di Kelurahan Kaliabang Tengah,
minimal satu atau dua operator lagi.agar meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelayanan. mengurangi waktu tunggu masyarakat dan
meningkatkan kualitas pelayanan. di Kelurahan Kaliabang Tengah,
terdapat gangguan pada beberapa provider saat proses aktivasi IKD,
termasuk provider Indosat.

Kelurahan Kaliabang Tengah menyediakan Wi-Fi gratis agar
masyarakat dapat melaksanakan proses aktivasi IKD dengan lancar
tanpa hambatan.

Kelurahan Kaliabang Tengah perlunya meningkatkan sarana dan
prasarana khususnya ruang tunggu yang hanya terdiri dari beberapa
kursi saja dan berada di luar ruangan. Hal ini dapat membuat

masyarakat yang datang merasa tidak nyaman, terutama dalam cuaca
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C.

yang tidak mendukung. Memindahkan ruang tunggu ke dalam ruangan
agar terhindar dari cuaca panas dan hujan. Menyediakan kursi yang
nyaman dan cukup untuk semua pengunjung, sehingga dalam cuaca
yang tidak mendukung akan membuat masyarakat nyaman.
Karakteristik Agen Pelaksana
Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap
kinerja pelaksana di lapangan. Evaluasi ini harus mencakup penilaian
terhadap kepatuhan SOP, keefektifan prosedur, dan dampak implementasi
terhadap masyarakat. Masukan dari evaluasi ini dapat dimanfaatkan untuk
melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
Disposisi
Mendorong kolaborasi dan kerjasama yang baik antara
implementor Kelurahan Kaliabang Tengah dan juga sasaran. Kolaborasi
dan kerjasama yang baik dapat memperkuat kemampuan operator untuk
memberikan informasi dengan jelas, mudah dipahami, dan responsif
terhadap pertanyaan masyarakat. Dengan saling membantu dan
mendukung, operator dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan dan
meningkatkan kualitas layanan.
Komunikasi
Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat Kelurahan
Kaliabang Tengah terhadap program IKD menjadi hambatan dalam
mencapai digitalisasi kependudukan. Maka dari itu, perlunya dilakukan
suatu upaya seperti meningkatkan sosialisasi di Kelurahan Kaliabang
Tengah sesuai dengan panduan yang diberikan oleh Kemendagri. Hal
tersebut penting untuk dilakukan agar meningkatnya pemahaman dan
kesadaran masyarakat sehingga mereka terlibat aktif dalam menyukseskan
program IKD. Proses komunikasi dapat dilakukan melalui media massa,
komunikasi tatap muka maupun melalui media sosial. Dalam
meningkatkan proses sosialisasi Kelurahan Kaliabang Tengah dapat

memanfaatkan berbagai platform media sosial populer seperti Instagram,
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TikTok, dan WhatsApp untuk menjangkau masyarakat luas, karena di era
digital ini masyarakat sering mendapat atau mencari informasi melalui
media sosial dengan membuat konten edukasi ataupun infografis dengan
bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk
meningkatkan proses komunikasi dan sosialisasi tentang IKD kepada
masyarakat luas. Sedangkan sosialisasi secara langsung Kelurahan
Kaliabang Tengah dapat bekerja sama dengan berbagai lintas sektor
seperti Pamor,tokoh masyarakat dan juga tokoh agama dengan pertemuan
untuk membangun interaksi dan pemahaman masyarakat yang lebih
mendalam terkait apa itu IKD, manfaat, tujuan dan juga cara
penggunaannya, sehingga dengan adanya sosialisasi ini dapat
meningkatkan partisipasi masyarakat Kelurahan Kaliabang Tengah dalam
mengaktivasi IKD.

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Keberhasilan implementasi IKD sangat tergantung pada
lingkungan eksternal, dan pemerintah perlu memperhatikan faktor-faktor
eksternal serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kebijakan
tersebut. Meningkatkan kolaborasi antara instansi-instansi terkait, baik itu
di tingkat pemerintah daerah, pusat, maupun lembaga lainnya, guna

memperkuat dukungan dalam pelaksanaan kebijakan IKD.
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